
BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN ..

NOMOR 6o terluN 2014
'aTENTANG .,

TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENERIMAAN BARANG HIBAH KEP&DA

DAERAH DARI SEICTOR KEHUTANAN DI KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 
'
:

BUPATI KATINGAN, 
:

Menimbang : a. bahwa dalam mendukung sumber pembiayaan
pernbangunan di daerah perlrr adanya peran- serta PTi
iritr"t f"* kelompok usaha maupun masyarakat {nelalui
pemberian dana rriu"rr kepada daerah untuk mentrnjang
iungsi tugas pemerintahan dan pembanguna' 1 - :

b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelak$anaan
penerimaan dana hibah kepada d""I4 jqfse'lut,
iipandang perlu untuk menindaklanjuti isi! Nota
fisepahaman antara Pemerintah Kabupaten {+!1Stn
dengan Pemegan g lzin usaha Pemanfaatan Hasil iHutan
Kafi tfUpffnh di Witayatr Kabupaten Katingan lpntang
pembangunan Jalan dan Jembatan Kabupaten $e_rupa
Peraturan tentang Tata Cara Penerimaan Dana:Hibah
Kepada Daerah dari sektor Kehutanan di KabSrpaten
Katingan ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan
dimaksud dalam huruf a dan b diatas, dipandanS perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan ;

: 1. Undang -undang l{omor 5 Ta}run 2OA2 _tentang
pembeitukan Kabupaten l(atingan, Itabupaten Seruyan,

Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau,
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten i"ll"S-. Pisarl,

Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Tirnur di
provinsi Katimantan Tingah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oa2 Nomor 18, Tarrrbahan Lerfrbaran
Negara Republik Indonesia Nomor a18O); 

'i

2. Uniang-undang Nornor 33 Tahun 2904_ tentlng
Perimbangan K"rrrng"tt Antara Pemerintah Pa"Ft 911l
Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2aa4 Nomor 126, Tambatran Lembaran
Negara Repubtik Indonesia Nomor 44381;

sebagd.imana

Mengingat



i

I

3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang
pencabutan Peiaturan Pemerintah Pengganti UAdang-

Undang Nomor 4 Tahun 2AA9 tentang Pembahat A9:
U"a""[-Undang Nomor 3O Tahun 2OA2 tentafg Homisi
pembeiantasan- Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia tahun 2o1O Nomcr 76,
ramuatran Lembaran Negara Republik Indonesia Hornor

5137);
4. Undang -Undang Nomor 12 Tahun

Pembentukan Peratrrran Pemndang
Lembaran Negara Republik Indonesia

i

2AlL tentang
Undangan (

Tahun ,2ALL

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

5.
Indonesia Nomor 523a \
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2AL3 tEltang
pencegihan dan Pemberantasan Perusakan i{utan
(Lemb-aran Negara Republik -Indonesia Tahun 2013
ilo*o, 13O, iambahan l,embaran Negara Re'ublik
Indonesia Nomor 5a321;
undang-undang Nomor 23 Tahun 201,4 tentang
pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
peiaturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 te ntang
pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran l{eg_ara

nep[UUt Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tam"bahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578I ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 terntang

Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
pemeriitahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan ftaerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Ind,rnesia
Tahun 2oo7 Nomor 82, Tastbahan Lembaran t'{egara

Republik Indonesia Nomor 47371;
peiaturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2oo7 terntang

Pengelolaan Uang Negara atau Daerah (Lembaran l{eqara
nepirUtit Indonesia Tahun 2AO7 Nomor 83, Tam5ahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47381;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2oo8 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Ir"9lt!
(Lembaran t'l"g.t* Republik 

- 
Indonesia T"ha" . 2999

ilio*o, Tg, Tlmbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a855);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indijnesia
Tahun 2oL2 Nomor 5, Tambahan Lembaran },legara

Republik Indonesia Nomor 52721;
peiaturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun
2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang

Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Xa'ci1g11

(Irnibaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun, 2OO8

Nomor 3) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 ltahun
zOLg tentang Anggaran irendapatan dan Belanja flaerah
Kabupaten ftatingan Tahun Anggaran 2AL4 {L,ernbaran ,
paerah Kabupatet, K*ti.tg*n Tahun 2OLg Nomor 3!); L/

6.

7.

8.

9.

10.

11.

L2.

13.



Keuangan Daerah ;

15. Peratrrran Menteri Keuangan
tentang Hihah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Nomor 1'68/PMK.07 /2OO8

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG .TllA -:91T*
PELAKSANAANDANPENERIMAANBARANG-Ifl.IB{q
KEPADA DAERAH DARI SEKTOR KEHUTANAH DI

KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENPAH.
'i

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan , ,

1 . pemerintah 
-paerah 

adalali penyelenggaraan urusan pemerintahal oleh

Pemerintah Daerah dan npno menurut asas otonomi dan ,tugas
pembantu", ;;"g; prinsip otono.mi_ seluas-luasnya dalam sistern- dan

prinsip Negara Kesatuan itepublik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam undang-undang Dasar Neg"t" Republik Indonesia Tahun 19{$5 ;

2. pemerintah D?erah "drt.tt 
nupali dan Perangkat Daerah sebagai 'unsur

L4.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor-13Tahun2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

- 
sebag4{mana

yang telah iirrb*f, dengan 
-Peraturan Menteri ?**

if"g6ri Nomor 59 Tahun 2OA7 tentang Pengelolaan

penyelenggaraPemerintah Daerah ; ,-_L-__-^ ):^:-^7-.
b"** i6rwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat ;DPRD

adalah lembaga Peivrakilan Ralryat Daerah sebagai unsur

penyelengg"t".ti f"merintahan Daerah ;

bupafi 
"a"Uf, 

Bupati Katingan; . a7-1,^
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan i , . ^-^
ilgg;"" pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya dising&at APBD

adalah rencana f**g"r, tahunan Pemerintah Daerah yang di bahars-dan

disetujui bersama oletiPemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat

Daerair dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.
pemegang Kuasa'Pengelolian Keuangan Daerah adalah Kepala f1aerah

yartg karena Jabatartnya *"*p,.,tyi kewenangan menyelenggarakan

k""Jt r*han pengelolaan keuangan daerah' 
-p":"u"t pengetola Keuangan baerah adalah Kepala Satuan'-Kerja

pengelola reuangan Daerih yang selanjutnya disebut sebagai-1!"pfl"
SKpKD yang rneLpunyai tugls melaksanakan pengelolaan APBD dan

bertindal sebagai bendahara umum daerah ;

Pengguna arLggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengg'unaan

;g6,,,, ,rrrtt melaksanat"n tugas pokok dan fungsi Satuan' Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinly-a ; ,.r . , ,--.
Krrasa eengguna At gg*;* 

"O"fun- 
pejabat yarrg diberi k,asa '*ntuk

melaksanakan sebafian kewenangan pengguna anggaran rdalam

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD ;
penerimaan Daerah-aa*"rruang yang masuk ke Kas Daerah ;

Pendapatan Daerah adalah fr"f p"rri"rintah daerah yang diakui sebagai

penambah nilai kekayaan bersih I _,_.-^r---! cr',n
satuan Kerja p"r"rgr."t Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah

Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan ;

3.

4.
5.
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74.

15.

Kepala satuan Kerja Perang]r1t Daerah yang selanjutnya disebut J(epala

sKpD adatah xepia Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan ;

Hibah adatah penerimaan daerah yang berasal dari kele;mpok

masyarakat/perorangan yanF diberikan secara suka rela dengan

pengalihan tat< aiasi.*,r*t, a"p*t dalam bentuk barang yang tidak perlu

di kembalikan Gi d; Jigu.t"k*., untuk menunjang peningkatan'fungsi

;;ffit"han dai pembangunan daerah Kabupaten Katingan;

Pemberian Hibah bektor Kehutanan adalah Pemberian Hibah' yang

oip"roren dari pemegang Izin dibidang Kehutanan yang diserahkan secara

iklas dan suka rela Intik disumbattgk n bagi pembangunan dlerah ;

Nota kesepakatan adalah naskah p"4.rr3i"o hibah antara pemberi' hibah

yang berasal d; p;;;;"rgan /kelo*iok **syarakat /badan usaha dalam

ir"S*i dan Pemerintah Kabupaten Katingan ; , .a--L
Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut i,,engan

hutal, kawasan hutan dan trisfl hutan yang diselenggarakan secara

terpadu; , ,nrrrr^r D^r
eemegang rjin adalah Badan usaha Milik Swasta ( BUMS ),Badan us$a
Milik Negara tguMNl Badan usaha Milik Daerah (BUMD)' Pemegaqg Ijin
usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Koperasi : dl',
perorangan yang-- aioeri uin untuk melakukan kegiatan :usaha

;;;;;d"tan irasil hutan atau pemungutan hasil hutan i

pejabat penerima Hibah "&tot kehutanan adalah Kepala Dinas

Ke-hutanan yang ditugaskan oleh Bupati Katingan ;

Tanda bukti pJrr"rirri.*n Hibah berupa barang adalah berita acara

penyerah.r, u"r"rrg rriu"r, sebagai tanda penerimaan barang

L6.

17.

18.

1"9.

20.

21.

(U

{21

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud hibah adalah pemberian hibah oleh Pemegang lzin (IUPHHK)

yans melaksanakan kegiltan di wilavah Kaburyr!11I1li53;
Tttfian rriurtt barang la*"r, melaksanakan,PembTryTi:11tlffi
R;;;J;il;enibatan Kabupaten yang diberikan oleh pemberi hibah
L\LlaD (Jruel ur4. vv^.- ----- --I- --- r e

dari para pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil,Hu* l1yr,1lYlt11;i'"#il;#']iiu"i"L" Katingan tentang pembangunan Jala:r dan

i"*O"t":r, untuk disumbangkan bagi Pembangunan Daerah.

Pasal 3

Besaran nilai pemberian hibah barang sepnuhnya diserahkan kepada

Pemberi barang Hibah r

Pemberian hibah tidak dapat dikompensasikan dengan segala keW.ajiban

lainnya dari pemberi hibah baik berupa hutang, hrnggakan, t4gihan,

BAB III
PEMBERIAN HIBAH KEPADA DAERAH

Pasal 4

(U

(21

i

tu Pemberian Hibah sektor Kehutanan bersumber dari pemberian lehmpot
masyarakat I t;"gang ian di bidang kehutanan yang melaksanakan

kegiatan usahanya diwilayah Kabupatei Katingan. ; n
i

i



i

(2) Hibah sebageimana dimaksud pada.ay?t (1) diberikan kepada Peme*"intah

Daerah berupa Pembangu"#li""ingkaian Jalan aan- 'lmbatani yang

digunakan untuk *"""'-i;g Sg*i tugas pemerintahan i dan

pJ*U"t gunan daerah di Kabupaten Katingan'

(3) pembanguiiti""ingkatan :rrr- sebagaimana dimaksud ayat (2) )dapat

dilaksanakan rangsung "t".r"pin 
r. hin-yang dit*njuk oleh Pemegaqg Ijin

Usaha p"*urrf**til} Hisil Hutan Kayu WPHHK)

Pasal 5 :

a

pemberian dana hibah kepada daerah didasarkan pada keinginan i d""
pemberi hibah a*** ,"rrgk* t rt"t serta dalam pembangunan Infrastf-uktur

Daerah. 
a

BAB IV i

PELAKSANAAN HIBAH
Pasal 6 

.

Hibah barang berupa Pembangunan Jalan dan Jembatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal O pefaf<s#aannfa di!{r--ukan oleh PemegTq Ijin iJsaha

pemanf,aatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) di witayah Kabupaten Katinga$'
i

BABV ;

PENCATA'TAN HIBAH
Pasal 7

(U Hibah yang diterima {"1* bentuk Barang oleh Pemerintah paeiafr di
\-' 

cabt*JUafii Penambahan Nilai Aset Daerah' !

(2) Hibah v"*s diG;k t uerupa barang $sunatcan sesuai dengan tujuan

pemberian" hit h dan di' inventari'sir 
-sebagai aset daeryh- -ry"l$y

mekanisme*"*'"r,anhibahbarangyangdite-tapkankeduabelahipihak
datam berita aeatapenyerahan hibah barang' 

i

BAB VI
PENGGELOI,AAN

Pasal 8

Rekapitulasi penerimaan hibah barang kepada daerah di

melalui penugasan oleh BuPati'
i;"J"U"t irrre-dit rgaskan slbagaimana dimaksud pada ay?t

f.p*f* B"SI"" e"itrngk*p*n dan Aset Sekretariat Daerah

(1)

QI

:i teEpkan

(1) adalah
Kabrgpaten

Katingan; . ,r \ i,^L. .

(3) Rekapitulasi barang sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas ditetapkan

dengan r"Pt t r*rt EuPati' :
!.

Pasal 9 
i
i

Kepada Daerah sebagaimana dimaksud ry*d 9

ketintuan Peraturan Perundang-undangari yangPengelolaan Hibah B,asang
dilakukan sesuai dengan
berlaku.



(1) Dinas Kehutanan melakr-rkan pengawasat-atas pemberian Hibah Barang

dari Peme gtrLg Ijin Usaha Pemariaatan Hasil Hutan Kay* (IUPHI*K) di

rvVilayah l(abupaten Katingan. 
-,!_ --r__--r

(2lPelaksanaanpengawasansebagaimana.dimaksudpadaayaf 
(U

dilakukan oleh tim pengalra" y*t g"dibentuk dan ditetapkan ole.h Bupatj'^.

(3) Hasil penga\rasan dan *ttJ.r**i-*"bagaimana dimaksud pada ayrilt (2)

disampaikan kepada Bt'p"ti-K"ti*g; dengan t"*9'ua^::T*'**
Kabupaten Katingan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasarqi

I

BAB VI 
:

KETENTUAN PENUTUP i

Pasal 12

(1) setiap pemberian hibah kepada dae3h dari sektor kehutanan lwajib

dilakukan melalui t"*"p-ut *t*t dengan penandatangan Naskah

Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)' . ?,-! --,-^ D^-,
t1l Dengan ait"t pt"rrrry*- i";;;" Bupati ini maka Peraturan $upati

Katingan No*ot t6 fahun iOti tentang Tata Cara Penerimaan iDana

Hibah Dari Pemegang Izin di sekfor Kehutanan dicabut dan dinyT"-*t
itidak berlaku lagi. 

pasal 12 
,
i:

Peraturan Bupati ini mulai berlakrr pada t,,,gg3l diundangkan |.

Agar setiap oo"ng 
-*""J"tahuinya, 

rnemerinlihkan pengundangan-l:1{"t""
Bupati ini den*;; meneLptannya dalam Berita Daerah Kabupaten KatirXgan'

i

Ditetapkan di Kasonga$

BAB V
PELAPORAN

Pasal 1O

pemegans rjil .u,":r ::T::r3:H^5"iiI#H.r#" [xiffn# ffi?r*
Wilayah

ffiffi;,:X",i.,i"6ii',*"t"yT:'-lt9l^PiTfl 9.-f*T::3:
;;#:;; hib; r.pada Bupati Katingan setiap aktrir tahun arlggaran.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 1 1

AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
pada tl D*oMgeR LotF.

d oeBnaH KABUPATEN KATINGAN,

oH@P ze14

I

!

pada

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2OI4 NOMOR


